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PERATURAN MENTERI 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 48 TAHUN 2013 
TENTANG 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR 
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja serta kelancaran 
penyelenggaraan tugas Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu 
dilakukan penataan sarana dan prasarana kantor di 
lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan  
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi tentang Standar Sarana dan 
Prasarana Kantor di Lingkungan Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 125); 

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 126); 

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 70 Tahun 2012; 

6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang 
Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2013 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi; 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG 
STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI 
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Standar sarana dan prasarana kantor adalah pedoman yang dipakai 
sebagai ukuran baku ruang kantor, perlengkapan kantor, dan 
kendaraan dinas. 

2. Sarana adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai 
penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan. 

3. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi 
sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi 
pekerjaan. 

4. Ruang kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan 
ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya yang disesuaikan dengan 
kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika. 

5. Ruang Penunjang adalah ruang yang berfungsi menunjang 
pelaksanaan pekerjaan secara tidak langsung. 

6. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai 
dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan. 

7. Ruang Pusat Closed Circuit Television yang selanjutnya disebut CCTV 
adalah ruang tempat mengendalikan dan memantau jaringan kamera 
closed circuit television.   

8. Ruang Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya 
disebut LPSE adalah ruang tempat melakukan proses pengadaan 
barang dan jasa secara elektronik.  

9. Ruang Media Center adalah ruang tempat melakukan aktivitas yang 
berhubungan dengan penyampaian informasi terkait bidang aparatur 
negara dan reformasi birokrasi. 

10. Ruang Teleconference adalah ruang tempat melakukan pertemuan 
berbasis elektornik secara langsung (real time). 

11. Telekomunikasi adalah pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap 
jenis tanda, gambar, suara dan informasi melalui internet, telepon, 
radio, dan facsimile. 
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